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Abstract 

This study aims to analyze implementation of special regional area on teacher peiformance the 
in sub district in Nunukan Regency. The research used qualitative approach were performed to 
gather data. The results of the study indicate that not all teachers in special areas receive special 
benefits, as there are certain criteria that the teacher must meet and the reduction of the 
allocation of fonds for this special allowance is also the reason for the reduction of the receipt of 
the special allowance. Uneven special allowance allowances have an impact on social jealousy 
among teachers, resulting in disharmony in the workplace. This is because there is a comparison 
of peiformance appraisal of teachers who receive and do not receive the special allowance. 
some teachers who get benefits have been motivated to improve their performance both in the 
KBM process and in the work environment. But there are some teachers who receive special 
ailowances that are not proftssional at work and some even are undisciplined or lazy at work. 
So such behavior makes the emergence ofsocialjeaiousy among fellow teachers. 
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IMPLEMENT ASI TUNJANGAN DAERAH KHUSUS TERHADAP KINERJA GURU D1 
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Email: Farhansbk78@gmail.com 

Dr. Heriyono Susilo Utorno, IvLSi, Dr. Djoko Rahardjo, M.Hurn 

Ringkasan 

Penelitian ini bertujuan untuk rnenganalisis irnplernentasi tunjangan daerah khusus terhadap 
kinerja guru di Kecarnatan Sebuku Kabupaten Nunukan. Peneliti rnenggunakan pendekatan 
kualitatif untuk rnengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua guru 
yang berada di daerah khusus rnendapatkan tunjangan khusus, karena ada kriteria tertentu yang 
harus dipenuhi oleh guru tersebut dan pengurangan alokasi dana untuk tunjangan khusus ini juga 
menjadi alasan pengurangan penerirnaan tunjangan khusus tersebut. Penerimaan tunjangan 
khusus yang tidak merata rnernberikan darnpak kecernburuan sosial diantara guru, sehingga 
terjadi ketidakharmonisan dalarn lingkungan kerja. Ini dikarenakan ada perbandingan penilaian 
kinerja guru yang rnenerima dan tidak rnenerirna tunjangan khusus tersebut. beberapa guru yang 
mendapatkan tunjangan telah terrnotivasi untuk meningkatkan kinerjanya baik dalarn proses 
KBM rnaupun dalarn Iingkungan kerja. Tetapi ada beberapa guru yang rnenerima tunjangan 
khusus yang tidak profesional dalarn bekerja dan bahkan ada yang tidak disiplin atau rnalas 
dalam bekerja. Sehingga perilaku de1nikian rnembuat timbulnya kecemburuan sosial diantara 
sesarna guru. 
Kala Krmci: Implementasi, Tunjangan, Klmsus, Kinerja, Guru. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan 

1. Geografi 

.Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' 

Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan 

wi1ayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di 

daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai 

daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Wilayah Kabupaten 

Nunukan disebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur­

Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten 

Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia Timur-Serawak. Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 

merupakan hasil pemekaran .Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 

14.263,68 km2
. Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai 

terpanjang adalah sungai sembakung dengan panjang 278 km sedangkan sungai 

tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. 

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan 

teij a1 terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah 

dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai 

sebelah timur. Perbukitan teijal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan 

47 
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dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas pennukaan !aut. Kemiringan untuk 

daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah 

perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan 

demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 -50%. 

2. Iklim 

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfir dalam 

jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. 

Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang meliputi panas, 

kelembaban dan gerakan udara. Kabupaten Nunukan berada di wilayah 

khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu 

musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, 

yaitu Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada 

bulan Mei-Oktober Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun 

Meteorologi Nunukan pada tahun 2011, Nunukan mengalami iklim panas 

dengan suhu udara rata-rata 27,10c. Suhu udara terendah 22,30c terjadi pada 

bulan Juli, dan tertinggi 31,40c pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan 

yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang 

dikelilingi !aut. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun 

karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pu1au Nunukan 

mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 

2011 kelembaban udara berkisar antara 47,0% sampai dengan 100,0%. 

Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 259,8 mm, dengan curah hujan 

tertinggi 446,2 mm pada bulan Agustus dan terendah 121,6 mm pada bulan 
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November. Rata-rata kecepatan angin mengalami perubahan dari tahun lalu, 

yaitu menjadi 3,2 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata 56%, terendah 

44% pada bulan Maret sedangkan tertinggi menca pai 67% terjadi pada bulan 

Oktober. 

3. Demografi dan Sumber Daya Manusia 

Jumlah penduduk kabupaten Nunukan pada tahun 2009 berjumlah 132.543 

dengan kepadatan penduduk mencapai 9,29 jiwalkm, bila dibandingkan dengan 

tahun 2008 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% faktor lain 

yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya 

berbagai fasilitas publik yang dibuhkan masyarakat, kemudian dibukanya 

lapangan pekerjaan di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri 

pengolahan kayu serta sektor jasa. 

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola 

persebaran penduduk secara keseluruhan. berdasarkan pola pesebaran penduduk 

kabupaten nunukan menurut luas wilayah belum merata sehingga terlihat 

adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. 

Dari sembilan kecamatan yang ada terlihat bahwa kecamatan sebatik 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 206,95 jiwa/km diikuti oleh 

kecamatan sebatik barat dengan kepadatan 81,18 jiwa/km sedangkan untuk 

kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada berkisar antara 1,35- 59,80 

jiwa/km. 

Seiring dengan semakin padatuya jumlah penduduk yang ada jumlah 

keluarga yang tinggal dikabupaten nunukan mengalami peningkatan sebesar 
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6,9% dibandingkan tahun 2008. sebagian besar tinggal di kecamatan nunukan, 

sekitar 40,2% kemudian 14% diantaranya tinggal di kecamatan sebatik ditinjau 

dari komposisi penduduk menurutjenis kelarnin terlihat bahwa pada tahun 2009 

jumlah penduduk laki-laki di kabupaten nunukan masih lebih banyak dibanding 

perempuan. ini terlihat dari rasio jenis kelamin I 13,I9 artinya pada setiap 100 

orang perempuan terdapat I 13 orang laki-laki. 

4. Sosial Budaya 

Sebagian besar penduduk nunukan terutama yang berdiam di daerah 

pantai dan tepian sungai dipedalam masih menganut kepercayaan animisme dan 

sebagian lagi memeluk agama kristen dan katolik. 

Penduduk asli di pedalaman dahulunya hidup berpindah-pindah 

(nomaden), hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah 

berladang dengan berpindah-pindah serta berburu. sedangkan penduduk yang 

tinggal di daerah pantai dan tepi sungai, selain hidup dengan bercocok tanam 

secara menetap juga hidup sebagai nelayan, pedagang, pegawai/karyawan, 

dipemerintah maupun swasta. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat nunukan memiliki sifat 

yang ramah tamah, jujur, dan memiliki semangat gotongroyong yang tinggi 

tamu atau pendatang dari luar sangat dihormati, masyarakatnya juga sangat 

religius dan merniliki rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi. 

5. Pemeriutahan 

Selama lebih dari sepuluh tahun menyeienggarakan pemerintahannya, 

Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup 
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pesat baik dilihat dari pembangunan fisik maupun nonfisik. Secara administratif, 

Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. 

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 

3.357,01 km2 atau sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, 

kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan 

lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah 

terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km2 atau sekitar 0,11% 

dari luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan 

ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km2 atau sekitar 3,96%. dari 

luas wilayah Kabupaten Nunukan. 

Secara administratif, sejak Tahun 2011 Wilayah Kabupaten Nunukan 

terbagi atas 15 kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan terdiri dari 

240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah 

terluas, yaitu 3.357,01 km2 atau sekitar 23,56% dari luas Kabupaten Nunukan. 

Selain itu, kecamatan ini juga merniliki jumlah desa terbanyak dibandingkan 

kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas 

wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km2 atau sekitar 

0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. kecamatan Nunukan yang juga merupakan 

ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km2 atau sekitar 3,96% dari 

luas wilayah Kabupaten Nunukan. 
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Tabel4.1. Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa 

Luas Wilayah 

No Kecamatan 
Jumlah Administrasi Terbangun 

Kelurahan %Thd %Thd 
Des a Ha Total Ha Total 

1 Krayan 65 183.474 12.88 
2 Krayan Selatan 24 175.766 12.34 
3 Lumbis 28 29.023 2.04 
4 Lumbis Ogong 49 335.701 23.56 
5 Sembakung 18 204.266 14.34 
6 Nunukan 5 56.45 3.96 
7 Sei Menggaris 9 85.048 5.97 
8 Nunukan Selatan 4 18.177 1.28 
9 Sebuku 4 160.848 11.29 
10 TulinOnsoi 12 151.336 10.62 
11 Sebatik 4 5.107 0.36 
12 Sebatik Timur 4 3.917 0.27 
13 Sebatik Tengah 4 4.771 0.33 
14 Sebatik Utara 4 1.539 0.11 
15 Sebatik Barat 3 9.327 0.65 

Sumber: Kab.Nunukan Dalam Angka 2012 

Menurut Lembaga Pengelo1a Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Nunukan termasuk Daerah 

Tertinggal dan Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan). Oleh karenanya 

Kabupaten Nunukan terrnasuk ke dalam kriteria Daerah Khusus menurut UU 

Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005. 

Gambar 4.1. Peta Wi1ayah Kabupaten Nunukan 

Sumber: Kab.Nunukan Dalam Angka 2012 
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B. Gambaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan 

1. Dasar Pembentukan Organisasi 

53 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan merupakan Unsur Pelaksana 

Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 

2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas 

Daerah Kabupaten Nunukan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas 

Pendidikan berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Keija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan. 

2. Visi dan Misi 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pendidikan 

akan di arahkan dan akan di capai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. 

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan "Terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, 

Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia", maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Nunukan adalah : 

"Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkeadilau Menuju 

Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter Dan Berdaya Saing" 
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Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan 

sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk 

menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Perluasan Dan Pemerataan Memperoleh Pendidikan 

Yang Berkualitas Diseluruh Kabupaten Nunukan 

Penjelasan : 

Misi ini merupakan wujud dalam rangka turut mencerdaskan bangsa dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nunukan. 

Keberhasilan pada misi ini ditandai dengan : Meningkatnya angka kelulusan 

siswa, berkurangnya angka putns sekolah, Meningkatnya angka melanjutkan 

sekolah 

2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Anak Secara 

Utuh 

Penjelasan : 

Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan dari pendidikan awal 

sampai pendidikan tinggi baik itu formal maupun non formal 

Keberhasilan pada misi ini ditandai dengan : Meningkatnya P AUD dan TK, 

Meningkatnya Angka melek huruf. 
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3) Meningkatkan Akuntabilitas Dan Profesionalisme Lembaga Dan 

Pengelola Pendidikan 

Penjelasan : 

Yang dirnaksud dengan kualitas disini adalah tingkat kelayakan dan 

kepuasan yang diperoleh oleh masyarakat dari layanan pendidikan, 

sedangkan profesionalisme adalah upaya pegawai Dinas Pendidikan baik 

tenaga pendidik dan kependidikan memberikan pelayanan pendidikan 

dengan kemampuan terbaik. 

Keberhasilan pada misi ini ditandai dengan : Meningkatnya jumlah guru 

yang mempunyru standar kualifikasi meng~Yar, meningkatnya rasio guru 

terhadap murid 

4) Meningkatkan Karakter Generasi Muda Dengan Membina Dan 

Mengembangkan Kreativitas Olahraga, Bahasa, Seni Dan Budaya 

Penjelasan : 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif, optimal 

dan efisien mengembangkan potensi dan bakat generasi muda baik melalui 

olah raga, seni ,budaya, kepribadian dan sains melalui pendidikan. 

Keberhasilan pada misi ini ditandai dengan : meningkatnya angka kelulusan, 

menurunnya angka tidak melanjutkan sekolah 

3. Togas Pokok 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan 
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Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

4. Fungsi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Keija Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan, menyelenggarakan fungsi : 

I) Perumusan kebijakan teknis hi dang Pendidikan sesuai dengan rencana 

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang 

Pendidikan; 

3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa; 

4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

bidang menengah; 

5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 

6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 

PLS, pemuda dan olah raga; 

7) Pembinaan penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas; 

8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
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10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

5. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat yang terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan Program; 

2) Sub Bagian Umum; 

3) Sub Bagian Keuangan; 

c. Bidang Pendidikan TK, SD, dan SLB yang terdiri dari : 

1) Seksi Pendidikan Dasar; 

2) Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dan SLB; 

3) Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pendidikan Dasar Dan 

SLB; 

d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 

1) Seksi Pendidikan Menengah ; 

2) Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah ; 

3) Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pendidikan Menengah; 

e. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari : 

1) Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dan TKIP AUD; 

2) Seksi Sarana Dan Prasarana SLB Dan SMP; 

3) Seksi Sarana Dan Prasarana SMU Dan SMK; 

f Bidang TKIP AUD,Pendidikan Non Formal Dan Informal terdiri dari : 
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1) Seksi Pendidikan TK/Paud 

2) Seksi Pendidikan Masyarakat; 

3) Seksi Pemuda Dan Olah Raga; 

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Sumber Daya Manusia Aparatur 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2014 memi1iki 

Sumber Daya Manusia sebanyak 2909 (Dua ribu sembilan ratus sembilan) 

Orang, terdiri dari 29 ( dua puluh sembilan) Orang Pejabat Struktural, Staf 

UPTD 19 (Sembilan belas orang) Orang, Pengawas 46 (Empat Puluh Enam) 

Orang, Guru PNS 1.485 (Seribu Empat ratus Delapan Puluh lima ) dan guru 

Non PNS Seribu Dua Ratus Empat Puluh Enam (Enam ratus sembilan puluh 

tujuh), yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

)>- Kepala Dinas 1 Orang 

)>- Sekretaris 1 Orang 

)>- Kepala Bidang 4 Orang 

)>- Kasubbag 3 Orang 

)>- Kepala Seksi 10 Orang 

)>- Kepala UPTD 8 Orang 

)>- Pengawas 46 Orang 

)>- StafDinas Pendidikan 55 Orang 

)>- StafUPTD 19 Orang 

)>- GuruPNS 1496 Orang 
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> GumNonPNS 1389 Orang. 

Disamping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memiliki 8 Unit 

Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nunukan., Sebatik, Sebuku, Sembakung, 

Lumbis, Sebatik Barat,Nunukan Selatan dan Krayan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan No. 03 tahun 2001 tentang uraian 

tugas pejabat struktural dinas pendidikan kabupaten nunukan. dinas pendidikan 

mempunya1 tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah dibidang 

pendidikan. 

I. Tugas Kepala Dinas Pendidikan 

a. Membantu bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan 

dan mengawasi semua kegiatan dinas pendidikan. 

c. Memberi saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah­

langkah yang perlu diambil dalam bidang pendidikan 

d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang pendidikan sebagai 

bahan informasi dan pertanggungjababan kepada bupati. 

e. Merurnuskan kegiatan umum, ketatausabaan, kepegawaian., dan urusan 

keuangan dinas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Merurnuskan rencana strategik serta kebijakan oprasional dibidang 

pendidikan dasar TK/SD/SDLB, pendidikan menengah 

SMP/SMA/SMP-SMA LB, pendidikan usia dini, non formal, informal 

dan kejuruan., sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan strategis 

tingkat provinsi dan nasional 
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g. Merumuskan kebijakan oprasional dibidang pendidikan dasar 

T.K/SD/SDLB, yang meliputi urusan bidang pengembangan mutu dan 

kurikulum, ketenaga kependidikan, data kependidikan TK/SD/SDLB 

h. Merumuskan kebijakan oprasional pendidikan menengah 

S1-1P/SMA/S1-1P-SMA LB, yang meliputi urusan bidang pengembangan 

mutu dan kurikulum, ketenagaan kependidikan, data kependidikan 

S1-1P/SMA/S1.1P-SMA LB. 

1. Merumuskan kebijakan opras10an dibidang usaha dini, non 

formal,informal, dan kejuruan yang meliputi bidang pendidikan 

kejuruan, pendidikan non formal dan informal, pendidikan anak usia 

dini. 

J. Merumuskan kebijakan oprasional dibidang sarana dan perasaranya yang 

meliputi urusan bidang perencanaan dan pelaporan, pembangunan, 

pemeliharaan 

k. Merumuskan penyusunan penetapan kineija dan penyunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

I. Monitoring dan evaluasi tentang rencana strategik dan kebijakan 

oprasional dibidang pendidikan, yang meliputi urusan pendidikan dasar 

T.K/SD/SDLB, pendidikan menengah S1-1P/SMA/S1-1P-SMA LB, 

pendidikan usia dini, non formal, informal dan kejuruan, sarana dan 

prasarana, maupun evaluasi terhadap pencapaian standar pendidikan 

nasioanl pendidikan serta perumusan penyusunan akuntabilitas kineija 

instansi pemerintah (LAKIP) dinas pendidikan. 
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m. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 

2. Tugas Sekretaris 

a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai, hasil kerja bawahan 

b. Menyusun rencana keija sekretaris dinas pendidikan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas 

c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas 

dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas 

d. Mengkonsultasikan kegiatan sekertariat kepada kepala dinas 

e. Mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersiafat urugent 

kepada kepala dinas. 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang 

langkah-langkab yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 

g. Melaksanakan ketatausabaan dinas pendidikan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

· h. Mengoordinasikan, menghimpun, dan menyusun rencana strategik 

(renstra) serta kebijakan oprasional dibidang yang meliputi urusan 

bidang dasar TK/SD/SDLB, pendidikan menengab SMP/SMNSMP­

SMA LB, pendidikan usia dini, nonformal, informal dan kejuruan serta 

sarana dan prasarana. 

1. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitan kineija instansi 

pemerintab (LAKIP) dan penetapan kineija dinas pendidikan. 
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J. Mengoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai 

untuk disampingkan secara berkala kepada BKD dan bagian organisasi 

setkab Nunukan. 

k. Menghirnpun dan menyampaikan bahan bahan keterangan laporan 

keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, laporan 

penyelengaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) kepada BAPPEDA setiap bulan. 

I. Mengkoordinasikan sub-sub bagian yang melaksanakan urusan umum, 

kerumah tanggaan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan dinas 

pendidikan 

m. Mengkoordinasikan inventerisasai dan memprsiapkan urusan 

penghapusan barang perlengkapan 

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan 

sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya. 

o. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan­

kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan. 

p. Melaksanakan dan melaporkan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

3. Tugas Dibidang Pendidikan 

a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dibidangnya. 

b. Memberikan saran dan pertimbanagan kepada kepala dinas tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidangnya. 
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c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas. 

d. Merumuskan kebijakan oprasional dibidang pendidikan yang 

dikelolanya meliputi bidang pengembangan, kurikulum, ketenagaan dan 

data kependidikan 

e. Mengkonsultasikan setiap kegiatan bidang yang bersifat urugen kepada 

kepala dinas 

f. Mensosialisasikan, melaksanakan, standar nasional pendidikan ditingkat 

kabupaten, serta membantu pemerintah pusat dalam akreditasi satuan 

pendidikan. 

g. Mengolah dan menyelengarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang 

bertaraf internasional serta pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

h. Memfasilitasi pemberian, pencabut izin pendiiian satuan pendidikan 
I 

berbasis unggulan lokal 

1. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional 
I 

J. Mengkoordinasikan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. 

k. Mensosialisasikan kerangka dasar kurikulum tingkat satuan pendidikan 

1. Mensosialisasikan dan memfasilitasi implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dan standart isi serta standart kompetansi lulusan 

m. Mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkatat pendidikan 

n. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional dan 

ujian sekolah 
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o. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional 

p. Mengevaluasi pencapaian standart nasioanl pendidikan 

q. Melaksanakan supervisi dan mengevaluasi dampak pelaksanaan satuan 

pendidikan bertaraf intemasioanal 

r. Merencanakan kebutuban dan penempatan serta pembinaan pendidik dan 

tenaga kependidikan PNS pada satuan pendidikan 

s. Memutahirkan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan 

nasioanal untuk tingkat kabupaten. 

t. Monitoring evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan bidang 

pengembangan mutu, kurikulum, tenaga kependidikan dan data 

kependidikan 

u. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang 

pendidikan 

v. Melaksanakan urusan tugas kedinasan Iaiunya yang diberikan oleh 

atasan. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi dinas pendidikan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang 

berlaku. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari 

sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian. setiap 

kelompok jabatan fungsional dipinpin oleh tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk oleh kepala dinas, jenis dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan 
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kebutuhan dan beban keija kelompok jabatan fungsional dinas pendidikan 

terdiri dari : 

a. Pengawas TK/SD 

b. Pengawas sekolah menengah SMP/SMA/SMK 

c. Pamong belajar 

d. Penilik non formal 

5. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Pendidikan Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

berupa, kendaraan Dinas, Inventaris dan fasilitas lainnya. Dinas Pendidikan 

menempati salah satu Gedung Perkantoran Gadis 2 yang terletak di Jalan 

Terusan P. Antasari di Kecamatan Nunukan. 

Dengan melihat keberadaan Dinas Pendidikan sebagai suatu organisasi 

yang bertanggung jawab kepada Bupati mengenai Penyelenggaraan kegiatan di 

Bidang Pendidikan, maka Dinas Pendidikan seharusnya dapat 

mengimplementasikan program keijanya kepada suatu tindakan berupa 

kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran 

yang ingin di capai sehingga akan terwujud " Tata Pemerintahan yang Baik 

" ("GOOD GOVERNMENT"). 

C. Basil Penelitian 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan temuan penelitian hasil dari 

penelitian yang dilakukann baik melalui wawancara, observasi maupun studi 
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dokwnentasi tentang implementasi kebijakan tunjangan daerah khusus dalam 

meningkatkan kineija guru di kecamatan Sebuku antara lain: 

1) Implementasi Tunjangan Daerah Khusus 

Pemberian tunjangan daerah khusus bagi guru yang bertugas di daerah 

terpencil merupakan pendorong untuk menjadikan mereka professional. Selain itu 

diharapkan memicu hasil belajar siswa di daerah terpencil tidak jauh berbeda 

dengan siswa yang berada di perkotaan. 

Data yang digunakan merupakan Dapodik yang berswnber dari 

sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan 

surat pertanggungjawaban mutlak. Namun, pada faktanya di Iapangan bahwa masih 

banyak Guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus, yaitu tunjangan yang 

diberikan untuk daerah terpencil, terluar dan terdepan sehingga memberikan 

kecemburuan sosial diantar guru yang mendapatkan tunjangan khusus dan yang 

tidak mendapatkan tunjangan khusus tersebut. 

Pemberian tunjangan khusus untuk guru di daerah 3T, memang tidak 

merata, karena selain ada data dapodik yang tidak diperbarui di pusat sehingga 

guru yang akan mendapatkan tunjangan tersebut, alokasi dana untuk tunjangan 

khusus juga dikurangi sehingga kuota penerima lebih sedikit dari tahun 

sebelwnnya. Hal ini ditemukan sesuai dengan pemyataan dari Naraswnber AN: 

"Saya belum mendapatkan tunjangan khusus, tapi ada beberapa teman 
yang sudah mendapatkan. Mungkin karena saya baru delapan bulan di 
sini" 

Selain ada beberapa guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus, ada 

pula guru yang tidak rutin setiap tahun mendapatkan tunjangan. Hal tersebut 
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sesuai dengan temuan dilapangan yaitu dimana penerimaan tunjangan khusus ini 

tidak didapatkan setiap tahun. Berdasarkan pemyataan dari narasumber RC yang 

menyatakan: 

"selama saya mengajar 29 tahun di SDN 006 Sebuku, baru empat kali 
mendapatkan tunjangan khusus yaitu pada talmn 2011, 2013, 2015 dan 
2017 dan pencairannya dirapel per triwulan dan nilai perbulan sama 
dengan nominal satu bulan gaji pokok. Ini dikarenakan data dapodik 
tidak cukup me111lukung sehingga saya tidak mendapatkan tunjangan 
kltusus tersebut". 

Sosialisasi mengenai tunjangan khusus juga belum diketahui oleh semua 

guru, sehingga sangat dibutuhkan peran dinas kabupaten setempat untuk 

melakukan evaluasi dan sosialisasi yang merata kepada semua guru yang tersebar 

di kabupaten tersebut, akibatnya guru tidak memperbaharui data dapodik yang 

dibantn dengan operator secara berkala. 

Pemyataan tersebut sesuai dengan temuan dilapangan yaitu dimana guru 

belum mengetahui tentang tunjangan khusus sehingga guru tidak memperbarui 

data dapodik. Berdasarkan pemyataan dari narasumber RC yang menyatakan: 

"Ya para guru banyak yang tidak memperbarui dapodik karena sosialisasi 
mengenai tunjangan khusus juga belum diketahui oleh semua guru". 

Sesuai dengan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 yaitu tentang penyaluran 

tunjangan khusus dinyatakan bahwa Ditien GTK melakukan penarikan data dari 

Dapodik pada bulan Maret setiap tahun berkenaan. Kemudian 

melakukan verifikasi kelayakan eaton penerima Tunjangan Khusus. Namun hal 

ini tidak dilakukan sehingga data yang diterima oleh dapodik tidak sesuai dengan 

yang data guru yang sebenamya layak mendapatkan tunjangan khusus. Seperti 

yang diungkapkan oleh TD: 
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"selama delapan tahun mengajar, saya baru sekali saja dapat tuf!iangan 
khusus itu. Nda tahu lah kenapa nda dapat lagi." 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi 

antar pihak Dinas terkait kepada para guru di daerah khusus. 

2) Kinerja guru 

Menurut Helfert dalam Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala (2009:604), 

kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode 

waktu tertentu, merupakan basil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan 

operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. 

"Bahwa kinerja didefinisikan sebagai nilai dari himpunan perilaku karyawan yang 

berkontribusi, baik positif atau negatif, untuk pencapaian tujuan organisasi. 

Definisi ini berarti, kinerja meliputi perilaku yang berada dalam kontrol 

karyawan, tetapi masih dalam batas perilaku pekerjaan (bukan yang diluar itu) dan 

relevan dengan kinerja". 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan 

dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang 

tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak hams 

dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan 

berakibat menurunnya cara kerja dan basil pekerjaan mereka, juga akan 

menimbulkanrasa tidak puas pada diri mereka 

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan 

staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah 

satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua dan masyarakat akan 

pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh 
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tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu sekolah untuk 

mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Dalam implementasi tunjangan khusus untuk menunJang kinerja guru di 

daerah 3T (terpencil, terluar dan terdepan) behnn sepenuhnya meningkatkan 

kinerja guru dalam pemenuhan mutu pendidikan disuatu sekolah. Beberapa Guru 

yang mendapatkan tunjangan khusus tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya 

sebagai tenaga pendidik disekolah. Masih banyak guru yang tidak profesional 

dalam bekerja dan bahkan cenderung tidak disiplin dan malas dalam bekerja. 

Meningkatnya kinerja guru yang mendapatkan tunjangan daerah khusus dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Program Pembel~aran 

Perangkat pembelajaran termasuk bagian dari usaha dan upaya guru 

untuk merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran 

ini harus dibuat dan disusun oleh guru supaya guru dapat mempersiapkan 

pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan sekolahnya. 

Tidak berbeda dengan daerah lain, guru di Kecamatan Sebuku juga 

sudah melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Hal ini didasarkan 

kepada hasil wawancara dengan Salah satu Bapak Kepala Sekolah yang 

mengatakan : 

')!a, rata-rata llampir semua gum di sekolall ini sudall melakukan 
penyusunan perangkat pembelajaran secara lengkap" 
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Pemyataan ini pun didukung oleh Ibu AN: 

"guru di sini rata-rata sudah buat RPP ya. Karena wajib kan. Sering juga 
di cek samu Kepala Sekolah,jadi wajib dibuat." 

Dari pemyataan di atas dapat dipahami bahwa guru di Kecamatan 

Sebuku sudah melakukan penyusunan perangkat pembelajaran ini secara 

lengkap. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti meminta Ibu Guru AN 

untuk menunjukkan dokumen perangkat pembelajaran tersebut. Peneliti 

diperlihatkan tumpukan perangkat pembelajaran guru di sekolah tersebut. 

Dokumen tersebut semuanya sudah dijilid, dan peneliti memperhatikan semua 

pembelajaran dari setiap kelas sudah memiliki dukumen perangkat 

pembelajaran. Dari studi dokumentasi di atas jelas bahwa memang guru di 

Kecamatan Sebuku memang memiliki perangkat pembelajaran secara Jengkap. 

Selanjutnya peneliti menanyakan perangkat pembeiajaran apa saja yang 

dipersiapkan guru bersertifikat pendidik, hasil wawancara dengan Bapak RC 

sebagai berikut : 

"Perangkat yang disiapkan guru itu meliputi program talmnan, program 
semester, pemetaan SK dan KD, pemetaan penilaian, KKM, Silabus, RPP, 
bahan ajar seperti Modul dan LKS serta ana/isis pembelajaran. Ini 
memung diwajibkan untuk semua guru, tapi yang barn membuatnya 
meskipun belum lengkap betul ya guru bersertijikat pendidik, karena ini 
memung sudah diatur oleh bapak kepala sekolah" 

Dari wawancara di atas diketahui bahwa perangkat pembelajaran yang 

hams dilengkapi dan dibuat oieh guru di Kecamatan Sebuku diantaranya adalah 

program tahunan, program semester, pemetaan SK dan KD, pemetaan 

penilaian, KKM, Silabus, RPP, bahan ajar seperti Modul dan LKS atau buku 

ajar serta dan analisis pembeiajaran. 
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Namun, tidak semua guru yang membuat semua perangkat pembelajaran 

secara lengkap. Hanya beberapa guru saja yang membuat karena merasa 

sebagai kewajiban dan bukti keprofesionalan seorang guru. Seperti yang 

diungkapkan TO: 

"saya kadang-kadang buat juga RPP, tapi tidak selalu. Karena jarang 

juga dipakai dike/as. Biasanya saya pakai RPP yang sudah ada di buku 

saja" 

Ketersediaan perangkat pembelajaran ini meskipun belum sempuma, 

namun dapat dikatakan sudah lengkap. Adanya perangkat pembelajaran yang 

lengkap ini sudah diwajibkan untuk semua guru, baik yang sudah bersertifikat 

pendidik maupun yang belum, akan tetapi yang baru membuatnya baru guru 

bersertifikat pendidik. Ketersedian perangkat ini juga tidak lepas dari aturan 

dan pembinaan yang dilakukan oleh sekolah. 

Sedangkan untuk pembiayaan penyusunan perangkat pembelajaran, 

Bapak RA mengatakan sebagai berikut: 

"tidak ada, biaya penyusunannya dari kantong guru-guru sendiri, karena 
itu mei1Ulng untuk kebutuhan guru secara prlbadi" 

Dari pemyataan di atas dapat dipahami bahwa sekolah tidak memberikan 

bantuan bagi guru yang tidak dapat kurikulum ataupun silabus, namun rata-rata 

guru di Kecamatan Sebuku sudah bisa mencari kurikulum itu sendiri dan 

melakukan pengembangan silabus sendiri. Dalam hal biaya, sekolah tidak 

memberikan pembiayaan bagi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, 

karena perangkat pembelajaran dianggap sebagai kebutuhan guru secara 

pribadi, sehingga untuk penyusunannya guru harus mengeluarkan biaya sendiri. 
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Sehingga, dengan adanya tunjangan khusus dapat membantu pembiayaan guru-

guru dalam menyempurnakan tugasnya menyusun perangkat pembelajaran. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap mata pelajaran, perencanaan 

harus selalu dibuat oleh guru dalam arti lain suatu rencana pembelajaran yang 

harus dikuasai guru sebelum perencanaan dimulai atau dilaksanakan. 

Penyusunan perencanaan pembelajaran dimaksudkan untuk menyatukan 

ketrampilan atau kemampuan guru dalam menyiapkan materi pembelajaran, 

merencanakan strategi dan merencanakan evaluasi pembelajaran. 

Untuk guru di kecamatan Sebuku yang mendapatkan tunjangan khusus, 

semua guru sudah menyusun perencanaan pembelajaran. hasil wawancara 

dengan guru yang bernama TO menyatakan bahwa: 

"benar .... saya sudah mempersiapkan dan menyusun perangkat 
pembelajaran dan itu sudah lengkap" 

Dari pernyataan salah satu guru di Kecamatan Sebuku di atas jelas 

bahwa guru yang mendapatkan tunjangan khusus di sekolah ini sudah 

melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Adapun yang menjadi alasan 

penyusunan perangkat pembelajaran tersebut menurut Bapak NM adalah : 

"alasannya agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat terarah sesuai 
dengan apa yang direncanakan dalam perencanaan pembelajarau jadi 
perencanaan itu sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan 
pembelajarannya" 

Dari pemyataan di atas jelas bahwa guru di Kecamatan Sebuku sudah 

memahami bahwa alasan dilakukannya penyusunan perencanaan pembelajaran 

adalah sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajarannya. 

Dalam pembelajaran guru akan menyampaikan materi yang memerlukan 

strategi, serta melakukan penilaian atas pembelajaran yang dilakukannya. Oleh 
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karena itu guru memerlukan pedoman yang perencanaan pembelajaran agar 

pembelajarannya dapat terlaksana secara efektif dan efisien mencapai tujuan 

secara optimal. 

Selanjutnya mengenai cara guru mempersiapkannya, basil wawancara 

dengan guru yang tidak mendapatkan tunjangan khusus Bapak NM 

mengatakan : 

'ya kami mempersiapkannya sendiri, sesuai dengan bidang studi yang 
diampu" 

Selanjutnya berkaitan dengan waktu penyusunan perencanaan 

pembelajaran, Bapak NM mengatakan; 

"kami melakukan penyusunan perencanaan pemhelajaran itu 1tlllcam­
macam, tapi umumnya di awal semester, tapi sebagiannya sudah dapat 
melakukan penyusunan perencanaan sesuai dengan waktu penyampain 
materinya, artinya apa yang akan diajarkan baru disusun 
perencanaannya. Tapi kami ini tergantung biaya juga, karena kami harus 
ngetik kan . Rata-rata belum punya laptop, jadi biasanya kami tulis 
Iangan aja, baru minta tolong orang untuk ngetik, sete/ah itu di print. 
Bayar juga itu." 

Dari pemyataan di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar guru di 

Kecamatan Sebuku sudah melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran 

pada awal semester, namun sebagian Iainnya sudah melakukan penyusunan 

perencanaan pembelajaran tersebut sesuai dengan waktu penyampaian 

materinya, artinya SK dan KD yang akan diajarkan baru disusun 

perencanaannya pada hari itu. Ini tentunya juga Iebih baik karena akan 

menunjukkan kesiapan guru yang lebih dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran. Hanya saja, ada sebagian guru yang tidak merniliki laptop dan 

alat cetak (printer). 
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2. Pelaksanaan Program Pembelajaran 

Dalam melaksanakan pembelajaran di guru melakukan kegiatan 

pembelajaran yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Dalam melaksanakan pembelajaran di guru melakukan 

kegiatan pembelajaran yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. Hal ini didasarkan pada studi dokumentasi terhadap 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh salah satu guru di 

Kecamatan Sebuku. Untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Kelas VIII Semester Ganjil, Standar Kompetensi: Menghargai nilai-nilai juang 

dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Kompetensi 

Dasar: Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila 

sebagai Dasar Negara, dengan pendekatan dan metode pembelajaran: 

Pendekatan kontekstual, Pendekatan Cooperatif Learning, Diskusi dengan 

ternan sebangku, Tanya jawab dan Penugasan. Rincian dari setiap kegiatan 

yang dilakukan guru adalah sebagai berikut; 

A Kegiatan Pendahuluan 

1. Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing, untuk mengawali pelajaran. 

2. Mengajak siswa bertanya jawab tentang kegiatan selama liburan. 

3. Dilanjutkan dengan bertanya jawab tentang nama dan asal pahlawan 

Indonesia. 
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B. Kegiatan Inti 

1. Semua siswa diminta menyimak teks yang dibaca oleh siswa yang 

ditunjuk secara bergiliran mengenai Indonesia dijajah oleh bangsa asing. 

2. Bertanya jawab mengenai suasana pada masa penjajahan. 

4. Bertanya jawab mengenai bangsa apa yang pertama kali datang dan 

menjajah Indonesia. 

5. Guru menunjukkan foto/gambar para pahlawan daerah dan menanyakan 

nama dan asalnya. 

6. Guru menjelaskan mengapa timbul perlawanan rakyat di berbagai wilayah. 

7. Guru bertanya mengapa perlawanan di berbagai wilayah selalu dapat 

ditindas. 

8. Bersama pasangan, siswa ditugaskan mendeskripsikan nilai-nilai juang 

para pahlawan. 

9. Membaca secara bergantian mengenai Kebangkitan Nasional. 

10. Berdiskusi mengenai mengapa timbul kesadaran berbangsa. 

11. Guru menjelaskan asal-usul Hari Kebangkitan Nasional. 

12. Guru bertanya mengenai nilai-nilai Hari Kebangkitan Nasional pada masa 

kini. 

13. Melanjutkan membaca teks mengenai Sumpah Pemuda. 

14. Menjelaskan kepada siswa mengapa timbul Sumpah Pemuda.Bersama­

sama mengucapkan sumpah pemuda dengan baik dan sungguh-sungguh. 

15. Guru menugaskan siswa untuk menjelaskan isi dan maksud Sumpah 

Pemuda. 
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C. Kegiatan Penutup 

1. Bersama-sama dengan seluruh siswa membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

2. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari selama pertemuan itu 

untuk mengetahui pencapaian indikator dan kompetensi dasar. 

3. Mengakhiri pelajaran dengan mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing. (Sumber RPP PKn Kelas, SA) 

Dari potongan RPP di atas khususnya pada langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran terlihat jelas bahwa langkah-langkah pembelajaran tersebut 

dikelompokkan kepada tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Selanjutnya berdasarkan pengamatan yang peneliti 

lakukan saat salah satu guru SMP di Kecamatan Sebuku mengajarkan materi 

ini di kelas, semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini meski belum 

maksimal, tapi gurunya sudah berupaya menyampaikarmya sesuai dengan 

hirarkinya Guru juga sudah berupaya menerapkan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang telah disusunnya dalam RPP, dan semuanya sedikit banyak 

telah beijalan sesuai yang direncanakan serta sesuai pula dengan waktu yang 

tersedia, yaitu 2 x 45 menit. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Sebuku AR menyatakan ; 

"Dalam pengamatan yang pernah dilakukan di kelas, khususnya di Kelas 
VIH guru memang telah mampu melaksanakan langkah-langkalt 
kegiatan pemhelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPP. 
Kegiatan yang dilakukan seingat saya meliputi kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti dan penutup" 
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Berdasarkan pernyataan kepala sekolah di atas, jelas bahwa guru di 

Kecamatan Sebuku telah dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan 

Iangkah-langkah pembelajaran dan Iebih Ianjut menurut Kepala Sekolah di 

salah satu Sekolah di Kecamatan Sebuku AR: 

"Guru menurut pengaffUltan saya sudail melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan tujuanl kompetensi, dan melaksanakan pembelajaran 
secara mntut". 

Dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan yang 

dilakukan, walaupun belum sempurna dapat dikatakan bahwa hamper semua 

guru di Kecamatan Sebuku telah melaksanakan Iangkah-Iangkah pembelajaran 

sesua1 dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, dan guru dapat 

menerapkannya ketika pembelajaran di kelas. Berangkat dari hasil wawancara, 

pengamatan dan studi dokumentasi yang dilakukan kineija guru yang 

mendapatkan tunjangan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran rnenunjukkan 

bahwa guru yang mendapatkan tunjangan khusus telah dapat rnelaksanakan 

kinerjanya dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat dari aspek a) guru 

sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan alokasi waktu rnata pelajarannya; 

b) Guru merniliki kepatuhan terhadap alokasi waktu yang diberikan; c) 

Memulai dan rnengakhiri pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu rnata 

pelajaran yang diajarkan; d) Memiliki kelengkapan perangkat · pembelajaran, 

termasuk soal-soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan pedoman 

penilaian; e) Proses pernbelajaran dirnulai dengan melakukan apersepsi; dan e) 

memiliki penguasaan rnateri pelajaran dan rnampu menunjukkannya dalam 

proses pembelajaran. 
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3. Evaluasi Pembelajaran 

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru dalam evaluasi 

pembelajaran, komponen yang diteliti meliputi ; penilaian hasil belajar siswa, 

dokumen penilaian hasil belajar, serta kegiatan remedial dan tindak lanjut 

pembelajaran. 

a. Penilaian Hasil Belaj ar Siswa 

Penilaian hasil belajar secara keseluruhan adalah kegiatan untuk menilai 

keberhasilan atau tingkat penguasaan yang ditunjukkan oleh siswa dalam 

proses belajar, yang diwujudkan dengan angkaangka atau nilai setelah diadakan 

evaluasi atau penilaian terhadap usaha belajar yang telah dilakukan oleh guru. 

Aktivitas guru mengajar dapat dianalogikan dengan aktivitas melakukan 

peljalanan di mana test/ulangan dapat disamakan dengan tujuan akhir dari 

perjalanan itu. Bermanfaat atau tidaknya peljalanan itu tergantung dari 

prosesnya, yang dalam hal ini adalah belajar. Apabila dalam peljalanan kita 

tidak mengetahui tujuan tempat yang akan dituju bisa jadi kita temyata menuju 

tempat yang salah. Hal yang sama juga dapat teljadi pada proses mengajar. 

Seorang guru harus tahu persis topik apa saja yang hams dipelajari oleh murid 

dalam periode waktu tertentu sebelum memulai mengajar. Agar sasaran ini 

tetap teljaga, rnaka tentukan terlebih dahulu topik-topik yang akan dillji dalam 

ulangan. Dengan berbekalkan susunan topik ulangan tersebut, maka setiap kali 

guru mengajar, fokus guru akan tetap tertuju pada topik yang akan diujiankan 

dan bukaunya melebar pada topik-topik lain. 
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Hasil wawancara dengan guru di Kecarnatan Sebuku Ibu AN 

mengemukakan bahwa: 

"Dalam penilaian hasil be/ajar siswa perlu memperhatikan kognitif, 
afektif, dan psikomotor siswa secara komprehensif. Tidak sepotong­
sepoto~~g, sehingga siswa dinilai secara utuh dan menyeluruh". 

Sejalan dengan itu guru Kecmatan Sebuku lainnya Ibu RJ mengatakan: 

"Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 
menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil be/ajar 
peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 
sehingga melljadi informasi ya11g bermakna dalam pengambilan 
keputusatL " 

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa guru di Kecarnatan Sebuku 

yang menerima tunjangan khusus sudah memahami arti penting dari penilaian 

hasil belajar. Hasil wawancara dengan guru di Kecamatan Sebuku Ibu RJ 

menyatakan ; 

'yaa kami melakukan pellilaian hasil be/ajar siswa dan itu kami lakukan 
di aklzir penyampaian materi pembelajaran ". 

Hal ini dibenarkan oleh salah satu Kepala Sekolah di Kecamatan Sebuku 

AR yang menyatakan: 

"benar, sepe~~gatahuan saya guru selalu berupaya melakukan penilaian 
hasil be/ajar di akhir pembelajaran, tapi mungkin itu belum seluruhnya 
dan dilakukan secara benar ". 

Dengan demikianjelas bahwa guru yang mendapatkan tunjangan khusus 

maupun tidak sudah berupaya untuk melakukan penilaian hasil belajar, yang 

tujuarmya untuk menilai keberhasilan atau tingkat penguasaan yang 

ditunjukkan oleh siswa dalarn proses belajar. 

Berdasarkan dokumentasi RPP mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, penilaian yang dilakukan guru disesuaikan dengan materi 
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yang diajarkan, dengan teknik penilaian yang dipergunakan tugas individu, 

dengan bentuk instrurnen penilaian lisan, penilaian unjuk keija (keberanian 

anak bercerita). Adapun instrumen pertanyaannya adalah 1) Menceritakan 

mengapa Indonesia dapat dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa asing dan 2) 

Menjelaskan nilai yang terkandung pada Sumpah Pemuda untuk diterapkan 

pada masa sekarang. 

Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah di Kecamatan 

Sebuku Bapak AR menyatakan ; 

"yaaa... sewaktu saya melakukan pengamatan terlladap proses 
pembelajaran yang dilaksanakan guru saya perhatikan ballwa guru ini 
selalu memantau kemajuan be/ajar selama proses be/ajar mengajar 
berlangsung". 

Kesesuaian penilaian yang dilakukan dengan materi yang diajarkan serta 

kompetensi yang hendak dicapai juga sangat menentukan. Menurut guru di 

Kecamatan Sebuku Ibu RJ; 

"kami guru tentunya selalu berupaya agar penilaian hasil be/ajar sesuai 
dengan materi dan kompetensi yang llendak dicapai". 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap rencana 

pelaksanaan pembelajaran guru, maka terlihat guru di Kecamatan Sebuku 

sudah melakukan penilaian dengan bentuk serta teknik penilaian yang 

bervariasi, serta disesuaikan dengan materi dan kompetensi yang hendak 

dicapai. 

b. Dokumen penilaian hasil belajar 

Dokumen penilaian hasil belajar adalah salah satu dari sekian banyak 

kelengkapan administrasi pengajaran yang harus dimiliki guru. Dokumen 

penilaian hasil belajar menggarnbarkan perolehan nilai yang didapat siswa baik 
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pada setiap standar kompetensi maupun kompetensi dasarnya. Dokurnen 

penilaian ini pada akhirnya menjadi dasar bagi guru dalam menentukan 

ketuntasan siswa. 

Di setiap Sekolah yang ada di Kecamatan Sebuku, keberadaan dokurnen 

penilaian basil belajar telah tersedia, dan dapat dikatakan sudah Jengkap. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah di Kecamatan Sebuku Bapak AR 

yang menyatakan : 

"kalau ketersediaan daftar nilai guru untuk nilai ulangan lzarian siswa 
kami selalu sediakan dalam bentuk buku. Itu biasanya kita beli atau kita 
perbanyak, kemudian dibagikan kepada guru pada awal semester. 
Sedangkan untuk ulangan semester, itu bentuknya lebil! seperti daftar 
nilai yang itu dipersiapkan ole/1 guru untuk diseralzkan kepada guru wali 
kelasnya". 

Studi dokumentasi terhadap dokumen penilaian basil belajar (lampiran) 

menunjukkan bahwa masing-masing guru memiliki buku daftar nilai ulangan 

harian siswa. Buku daftar nilai ulangan harian tersebut berisi secara khusus 

berisi nama siswa, waktu pelaksanaan ulangan serta nilai yang didapatkan 

siswa. Masing-masing guru telah mengisi dan buku daftar nilai tersebut sesuai 

dengan banyaknya ulangan harian yang telah dilaksanakan. Lalu untuk 

pertanyaan apakah umumnya guru mengembalikan lembar jawaban basil tes 

yang telah di koreksi kepada siswa, Kepala Sekolah di Kecamatan Sebuku 

Bapak AR mengatakan : 

"yaa, umumnya guru mengembalikan lembar jawaban lzasil tes yang 
telal! di koreksi kepada siswa. Itukan hak siswa untuk mengetal!uinya, 
jadi soya selalu menyampaikan kepada guru untuk mengembalikannya. 
Selain itu, dengan dikemhalikannya Jembar jawaban tersebut. .. ,siswa 
dapat menyampaikan nilai yang diperolehnya kepada orang tua mereka. 
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sehingga orang tua juga menjadi tahu perkembangan anaknya alam 
be/ajar". 

Dari pernyataan di atas dapat dipaharni bahwa urnurnnya guru di 

Kecarnatan Sebuku selalu rnengernbalikan lernbar jawaban basil tes yang telab 

di koreksi kepada siswa. Sedangkan untuk cara guru melaporkan basil evaluasi 

belajar siswa kepada kepala sekolah, rnenurut Bapak AR : 

"yail, itu disampaikan ketika adanya rapat di sekolah, tapi juga ada yang 
dUaporkan langsung oleh guru kepada kepala sekolah.., seperti jika ada 
anak yang nilainya selalu rendah, atau nilai ulangannya tiba-tiba bagus 
semua dan sebagainya". 

Berdasarkan basil wawancara dan studi dokumentasi di atas dapat 

dipaharni bahwa beberapa sekolab di Kecarnatan Sebuku untuk dokumen 

penilaian basil belajar telab tersedia, dan dapat dikatakan sudah lengkap. 

Bentuk dari dokurnen penilaian basil belajar siswa yang dimiliki rnasing-

rnasmg guru adalah buku daftar nilai ulangan barian siswa. Kernudian 

umumnya guru selalu rnengernbalikan lernbar jawaban basil tes yang telab di 

koreksi kepada siswa, dan untuk cara guru melaporkan basil evaluasi belajar 

siswa kepada kepala sekolab, adalah dengan menyarnpaikannya pada waktu 

rapat di sekolah atau dengan rnenernui kepala sekolah secara langsung. 

c. Kegiatan remedial dan tindak lanjut pernbelajaran 

Dalarn pelaksanaan remedial dan tindak lanjut pernbelajaran, guru 

bersertifikat pendidikan sudab rnelakukan kegiatan remedial. Hasil wawancara 

peneliti dengan guru di Kecarnatan Sebuku, lbu RJ rnengatakan: 

"ya kami melakakannya, tapi itu belum dilakukan secara rutin". 
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Basil wawancara dengan salah satu Siswa di Kecamatan Sebuku, yang 

bemama FA mengatakan 

')!a, ada. Tapi tidak sering". 

Basil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan remedial di 

beberapa sekolah di Kecamatan Sebuku sudah ada, namun belum dilakukan 

secara rutin. Pelaksanaan remedial dan tindak lanjut diakui dilakukan untuk 

pembelajaran yang bersifat teori maupun praktek. Hal ini didasarkan 

pemyataan Ibu RJ yang menyatakan: 

"betul, kami melakukan remedial dan tindak lanjut itu untuk pelajaran 
yang bersifat teori maupun praktek". 

Dari pemyataan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan remedial dan 

tindak lanjut dilakukan baik untuk materi yang bersifat teori maupun praktek. 

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap buku penilaian hasil belajar siswa di 

salah satu sekolah di Kecamatan Sebuku, terlihat beberapa siswa ditandai 

belum mencapai ketuntasan belajar. Siswa yang belum mencapai ketuntasan 

biasanya diadakan perbaikan atau remedial. Sedangkan untuk kegunaan hasil 

remedial dan tindak lanjut bagi pembelajaran yang dilaksanakan, menurut Ibu 

RJ: 

"gunanya untuk mengetahui menuntaskan siswa dalam be/ajar, 
memperbaiki hasil atau nilai yang didapatkan siswa dan guru juga dapat 
memperbaiki cara mengajarnya". 

Dari pemyataan guru di atas dapat dipahami bahwa guru yang menerirna 

tunjangan khusus telah rnelaksanakan kegiatan remedial terhadap siswa yang 

belum mencapai ketuntasan belajar. Untuk teknik atau cara yang dipergunakan 
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guru diantaranya melalui pemberian materi atau tugas tambaban, dan dengan 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru ketika pembelajaran berlangsung. 

Guru di Kecamatan Sebuku juga sudab mernabami bahwa tujuan dari 

dilaksanakannya perbaikan atau remedial adalah untuk mencapai ketuntasan 

SISWa. 

Berdasarkan basil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan yang 

dilakukan mengenai kineija guru yang menerima tunjangan khusus di 

Kecamatan Sebuku dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, dapat 

dikatakan kineija guru yang menerima tunjangan khusus dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran ini sudah baik. Untuk penilaian basil belajar siswa, 

terlihat babwa guru di Kecamatan Sebuku sudab berupaya untuk melakukan 

penilaian basil belajar, yang tujuannya untuk menilai keberhasilan atau tingkat 

penguasaan yang ditunjukkan oleb siswa dalam proses belajar, dan itu 

dilakukan dengan bentuk serta teknik penilaian yang bervariasi, serta 

disesuaikan dengan materi dan kompetensi yang hendak dicapai. 

4. Disiplin Tugas 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti 

kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua 

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti 

kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang 

sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak 

(Hasibuan,1997:212). Menurut Davis disiplin keija dapat diartikan sebagai 
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pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi 

(Mangkunegara, 2000 : 129). 

Pada dasamya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisplinan 

karyawan suatu organisasi di antaranya ialah : (1) tujuan dan kemampuan, (2) 

teladan pimpinan, (3) balas jasa (gaji dan kesejahteraan), (4) keadilan, (5) 

waskat (pengawasan melekat), (6) sanksi hukuman, (7) ketegasan, dan (8) 

hubungan kemanusiaan (Hasibuan, 1997:213). Disiplin juga merupakan salah 

satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan 

kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin maka sulit mewujudkan 

tujuan yang maksimal (Sedarmayanti, 221:10). 

Melalui disiplin pula timbul keinginan dan kesadaran untuk menaati 

peraturan organisasi dan norma sosial. Namun tetap pengawasan terhadap 

pelaksanaan disiplin tersebut perlu dilakukan. Disiplin keija adalah persepsi 

guru terhadap sikap pribadi guru dalam hal ketertiban dan keteraturan diri yang 

dimiliki oleh guru dalam bekeija di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran 

yang merugikan dirinya, orang lain, atau lingkungannya. Berdasarkan uraian di 

atas maka disiplin keija yang perlu diperhatikan adalah : 

1) Disiplin terhadap tugas kedinasan yang meliputi : mentaati peraturan kerja, 

menyiapkan kelengkapan mengajar, dan melaksanakan tugas-tugas pokok. 

2) Disiplin terhadap waktu yimg meliputi: menepati waktu tugas, 

memanfaatkan waktu dengan baik, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
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3) Disiplin terhadap suasana kelja yang meliputi: memanfaatkan Iingkungan 

sekolah, menjalin hubungan yang baik, dan menjaga keseimbangan antara 

hak dan kewajiban. 

4) Disiplin di dalam melayani masyarakat yang meliputi: melayani peserta 

didik, melayani orang tua siswa, dan melayani masyarakat sekitar; 

5) Disiplin terhadap sikap dan tingkah laku yang meliputi, memperhatikan 

sikap, memperhatikan tingkah laku, dan memperhatikan harga diri. 

Data diatas sesuai dengan temuan wawancara dari salah satu narasumber 

guru RC yaitu sebagai berikut: 

"Gimana yah beberapa guru yang mendapatkan tunjangan khusus tidak 
mengajar dengan semestinya, dan tidak adanya evaluasi mendalam 
mengenai kinerja guru sebelum maupun sesudah mendapatkan tunjangan 
khusus". 

"Selain itu harus ada sanksi bagi guru yang mendapatkan tunjangan 
khusus jlka tidak melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan proses bela)ar 
mengajar disekolalt berjalan dengan baik dan setidaknya meningkatkan 
mutu maupun kualitas keluaran siswa dari sekolalt". 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dismpulkan bahwa, 

kedisiplinan dalam menjalankan tugas masih kurang, karena masih ada 

beberapa guru yang tidak sepenuh hati dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diberikan. Dapat dilihat dari kurangnya kesadaran membuat Perangkat 

Pembelajaran secara lengkap dengan alas an biaya karena tidak bisa membeli 

laptop. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Gnrn yang tidak 

mendapatkan tunjangan khusus AN: 
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"kadang-kadang kalau kepala sekolah minta kita untuk buat RPP, baru 
kita buat Soalnya saya tidak punya laptop untuk mengetik. Kadang­
kadang malah bingung di kelas kalau pakai RPP". 

Kedisiplinan sangat penting dalam proses pembelajaran, tanpa disiplin 

yang baik, suasana sekolah kurang kondusif, secara positif disiplin memberi 

dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. 

Disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah lakn, dan perbuatan yang 

sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Disiplin 

merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturanperaturan yang telah 

ditetapkan suatu organisasi (Nitisemito, dalam Danna wan, 2013 ). 

D. Pembahasan 

1. Implementasi Tunjangan Daerah Khusus 

Menurut UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Daerah Khusus 

adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat 

adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang 

mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada di dalam 

keadaan darurat lain. 

Kabupaten Nunukan yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara memiliki 

setidaknya 3 (tiga) kriteria Daerah Khusus, yakni daerah yang terpencil atau 

terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain dan daerah yang mengalami 

bencana alam, bahkan ada beberapa kecamatan yang terisolir dan berbatasan 

langsung dengan Negara lain. 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga professional berhak untuk 
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memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan 

sosial. Untuk itu, salah satu upaya memberi penghargaan dan meningkatkan 

kesejahteraan guru adalah dengan memberikan tunjangan khusus kepada guru 

yang bertugas di daerah khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal I 0 Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa guru yang ditugaskan 

oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai peraturan 

perundang-undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa 

penugasan. 

Berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa 

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang mengajar 

di satuan pendidikan yang melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai 

kompensasi atas kesulitan hidup yang dialami. Daerah khusus adalah daerah yang 

terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, 

daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, 

bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Sehingga, 

Impelementasi Tunjangan Daerah Khusus haruslah tepat sasaran dan berdayaguna 

untuk para guru yang memang Iayak mendapatkannya. 

George Edward III (1980) dalam bukunya "Implementing Public Policy" 

membagi 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik 

Keempat faktor itu adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrat 

dan struktur birokrasi. 
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I. Komunikasi 

Aspek komunikasi dalam implementasi tunjangan daerah khusus untuk guru 

di Kecamatan Sebuku, dalam hal sosialisasi program perlu ditingkatkan, karena 

hasil wawancara peneliti dengan beberapa key informan bahwa aspek komunikasi 

melalui pengenalan, pengetahuan serta sosialisasi yang baik tentang program 

tunjangan daerah khusus di Kecamatan Sebuku dapat dikatakan belum dilakukan 

dengan baik dan benar. Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan terlihat bahwa 

bukan hanya kelompok sasaran saja yang tidak mengerti dan memahami program 

ini secara baik dan benar bahkan implementor pun tidak mengetahni dan mengerti 

secara baik dan benar tentang program ini, akibatnya program ini tidak diketahui 

secara merata oleh mereka yang seharusnya berhak menerima. Kenyataan seperti 

ini sebenarnya dapat teijawab jika ada sosialisasi yang baik kepada pelaksana 

maupun kelompok sasaran, seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam 

Budiman Rusli (2013: 101) bahwa: 

"Syarat pertama agar pelaksanaan suatu kebijakan menjadi efektif, kebijakan 
ini harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang diserahi tanggung 
jawab untuk melaksanakannya dengan jelas, tentu saja dalam hal ini 
diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh 

pelaksana." 

Selama hal ini masih diabaikan dan dikesampingkan maka jangan pernah 

berharap bahwa suatu program kebijakan akan beijalan dengan terarah, tertib, 

teratur, dan memenuhi rasa keadilan bardasarkan harapan pemerintah. Sehingga, 

komunikasi ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat 

komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan 

public. Komunikasi ini dibagi lagi oleh Edward III dalam 3 dimensi yaitu 
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Dimensi Transmission (Transmisi/ pemindahan/ penyebaran informasi), Dimensi 

Clarity (Kejelasan) dan Dimensi Consistency (Kekonsistenan). 

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi 

juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain 

yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan 

kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara 

jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, 

tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga 

masing- masing akan mengetahui apa yang hams dipersiapkan serta 

dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan 

efisien. 

c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang 

diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, 

target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dari basil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses implementasi 

kebijakan tunjangan daerah khusus untuk guru di Kecamatan Sebuku, 

Implementor Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan hams memperbatikan ketiga 

dimensi di atas agar proses komunikasi bisa beijalan dengan baik sehingga 

implementasi kebij akan bisa diterapkan secara akurat dan tepat sasaran. 

2. Sumberdaya 

Edward III (1980:10) menyatakan bahwa " No matter how clear and 
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consistant implementation orders are and no matter how accurately they are 

transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the 

resources to do an effective job, implementation will not effective . Pemyataan 

tersebut dapat diteijemahkan sebagai berikut : "Tidak peduli seberapa jelas dan 

konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka 

ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekeijaan yang efektif, 

implementasi tidak akan efektif." 

Aspek sumberdaya dalam implementasi kebijakan tunjangan daerah khusus 

untuk guru di Kecamatan Sebuku, temyata belum memiliki sumberdaya yang 

memadai. Tenaga yang kurang diberdayakan dan kurangnya fasilitas pendukung 

yang tersedia serta terbatasnya dana menyebabkan program ini sepertinya beijalan 

apa adanya tanpa mempertimbangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan. 

Dengan adanya keterbatasan para guru dalam melaporkan data ke dapodik, 

sulitnya menggunakan media elektronik sehingga tunjangan daerah khusus tdiak 

tersampaikan kepada guru yang berhak menerimanya. Peneliti berpendapat bahwa 

ketersediaan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia maupun fasilitas 

pendukung dalam hal ini sarana prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan 

implementasi tunjangan daerah khusus untuk guru di Kecamatan Sebuku sangat 

penting. Karena keberhasilan kebijakan tergantung pada implementor dan 

kelompok sasaran. Hal ini berarti sebaik apapun kebijakan yang akan 

diimplementasikan, apabila tidak didukung oleh implementor yang merniliki 
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kemampuan dan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana dan dana yang 

memadai maka kineija kebijakan tidak akan beijalan secara efektif dan efisien. 

3. Disposisi 

Edward III (1980:11) menjelaskan di dalam bukunya "Implementing 

Public Policy", 

"The dispositions or attitudes of implementor is the third critical factor 
in our approach to the study of public policy implementation. If 
implementation is to proceed effectively, not only must implementors 
know what to do and have the capability to do it, but they must also 
desire to carry out a policy. " 

Pernyataan tersebut mengandung arti babwa disposisi atau sikap pelaksana 

merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik 

Jika implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana 

tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan. 

Hasil Penelitiian untuk aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam 

implementasi kebijakan tunjangan daerab khusus untuk guru di Kecamatan 

Sebuku, menunjukkan babwa pelaksana merespon dan mendukung pelaksanaan 

program ini, segala upaya mereka lakukan untuk menjalankan program ini. 

Meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan dari sikap pelaksana dalam 

menjalankan program ini, seperti sikap yang kurang terbnka dalam penyampaian 

program ini kepada semua kelompok sasaran. Peneliti berpendapat babwa sikap 

pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan tunjangan daerah khusus untuk guru di 

Kecamatan Sebuku, mereka mendukung dan merespon kebijakan ini, untuk itu 

mereka juga perlu diberikan insentif agar mereka Iebih bersemangat menjalankan 
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program ini demi mempeijuangkan kesejahteraan para guru daerah terpencil 

khususnya di Kecamatan Sebuku. 

melaksanakan kebijakan. 

Menurut hasil penelitian, para implementor sebenarnya memiliki 

keinginan dalam melaksanakan kebijakan tunjangan daerah khusus untuk guru 

khususnya di Kecamatan Sebuku ini. Hanya saja tingkat keseriusannya mungkin 

perlu di tingkatkan lagi mengingat kebijakan tunjangan khusus ini memiliki 

tujuan dan latar belakang yang sangat serius demi kem:quan dunia pendidikan di 

Indonesia. 

Edward III (1980:90) melanjutkan penjelasannya: 

"Many policies fall within a "zone of indifference". These policies 
probably be implemented faithfully because implementor do not have 
strong feeling about them. Other policies, however, will be in direct 
conflict with the policy views or personal or organizational interests of 
implementors. When people are execute orders with which they do not 
agree, inevitable occur between policy decisions and performance. In 
such cases implementor will exercise their discretion, sometimes in 
subtle ways, to hinder implementations." 

Dalam studi kasus tunjangan daerah khusus di Kabupaten Nunukan, 

menurut pengamatan penulis, sikap implementor bukannya ingin menghalangi 

implementasi kebijakan ini, hanya saja komitmen kuat yang diperlukan dari para 

implementor. Kata "Desire" yang digunakan oleh Edward III dapat dikatakan 

merujuk pada "gairah" atau mungkin keinginan yang kuat untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. 
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4. Struktur Birokrasi 

Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tunjangan daerah 

khusus untuk guru di Kecamatan Sebtiku, struktur birokrasi dalam pelaksanaan 

tunjangan daerah khusus untuk guru di Kecamatan Sebuku dilihat dari aspek 

struktur birokrasi khususnya pada SOP dan fragmentasi, belum beijalan secara 

baik karena walaupun program ini dilengkapi dengan aturan-aturan/SOP; namun 

dalam pelaksanaannya pelaksana kurang memahami dan inengetahui tentang 

tugas dan fungsi yang harus dilakukan sehingga dalam melaksanakan program ini 

pelaksana hanya melaksanakan sesuai dengan persepsinya sendiri bukan 

berdasarkan aturan-aturan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan kurang 

efektifnya implementasi kebijakan. Peneliti berpendapat bahwa implementasi 

kebijakan tunjangan daerah khusus akan tercapai dengan baik sesuai dengan 

maksud dan tujuan kebijakan apabila para implementor kebijakan mernahami 

denganjelas tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. 

2. Analisis Kinerja Guru 

Kineija guru adalah hasil keija nyata secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab . yang diberikan kepadanya yang meliputi menyusun program 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis 

evaluasi. Ukuran kineija guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya, 

melaksanakan tugas, amanah, profesi yang diembannya, serta rasa tanggung 
' 

jawab moral dipundaknya. Selain itu dalam menyusun rencana pembelajaran 

guru harus mempersiapkan metode, teknik dan strategi yang akan dilakukan 
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dalam menyampaikan salah satu materi (Wahyudi, 2012: 87). 

Dalam penelitian ini, terlihat dalam pekerjaan tertentu guru sebagai salah satu 

bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui 

pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi syarat. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 

berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum danjaminan 

kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi 

gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan 

profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang 

terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip 

penghargaan atas dasar prestasi. 

Guru yang layak menerima tunjangan sebagai upaya perbaikan nasibnya agar 

profesi yang dijalaninya selama ini "diakui" sebagai profesi dan "disamakan" 

dengan profesi-profesi lainnya yang dianggap layak sebagai profesi. Guru benar­

benar sebagai sosok yang siap untuk digugu dan ditiru, siap memenuhi panggilan 

tugas dan kewajiban dengan segala tanggungjawabnya, kemudian siap menerima 

tunjangan sebagai konsekuensi dari sebuah profesionalitas. Guru memiliki peran 
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strategis dalam bidang pendidikan; guru merupakan ujung tombak dalam upaya 

peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Sayangnya kualitas guru di 

Indonesia masih tergolong relatif rendah. Berdasarkan survey UNESCO, 

terhadap kualitas para guru, kulitas guru kita berada pada level 14 dari 14 negara 

berkembang. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi 

pendidikan minimal. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Diijen 

Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pada 

Pasal 14 ayat (1) disebutkan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum danjaminan 

kesejahteraan sosial. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan, penghasilan 

diatas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat 

pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, 

tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai 

guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 

Hari Suderadjat (2005:12-13) mengatakan, keberhasilan pemberian 

pendidikan terjadi di sekolah, bukan di kantor Dinas Pendidikan Kota, 

Kabupaten, Provinsi maupun di Departemen Pendidikan Nasional, maka dari itu 

upaya peningkatan mutu pendidikan harus mulai ditata oleh setiap sekolah sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing lembaganya secara mandiri. 

Dari pendapat diatas, tunjangan khusus memberikan manfaat yang sangat besar 

bagi keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah tingkat profesionalisme guru 
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pasca mendapatkan tunjangan yang berada didaerah khusus. Setelah ada jaminan 

kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya, apakah mereka yang telah 

mendapatkan tunjangan khusus itu lebih baik dari sebelumnya? Atau bagaimana 

perbandingannya dengan guru yang belum mendapatkan tunjangan khusus? 

Pertanyaan ini untuk menggugah, terutama tanggungjawab moral dalam 

membina generasi ke depan. 

Namun dalam implementasi penerimaan tunjangan khusus bagi daerah 3T ini 

belum terealisasikan secara merata. Masih ada beberapa daerah yang tidak 

termasuk kriteria sedangkan daerah tersebut memenuhi kriteria untuk masuk 

kedalam daerah 3T. Ini dikarenakan alokasi dana yang diberikan setiap tahun 

yang berkurang dan kurangnya koordinasi antara stake holder, dinas pendidikan 

di Kabupaten Nunukan dan Pemerintah pusat. Selain itu dengan pemberian 

tunjangan guru di daerah khusus yang tidak merata memberikan bentuk 

kecemburuan sosial di dalam ruang lingkup keija. Karena kineija guru yang 

mendapatkan tunjangan tidak lebih baik dalam menjalankan tugasnya dari guru 

yang tidak mendapatkan tunjangan khusus dan bahkan ada beberapa.guru yang 

tidak disiplin dalam tugasnya. 

1) PerencanaanProgram Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan proses peneijemahan kurikulum 

yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. 

Rencana pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanainjangka pendek 

yang dilakukan oleh guru untuk dapat memperkirakan berbagai tindakan yang 
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akan dilakukan di kelas atau di luar kelas. Perencanaan pembelajaran tersebut 

perlu dilakukan agar guru dapat rnengkoordinasikan berbagai kornponen 

pernbelajaran yang berorientasi (berbasis) pada pernbentukan kornpetensi 

siswa, yakni kornpetensi dasar, rnateri standar, indikator basil belajar, dan 

penilaian berbasis kelas (PBK). Kornpetensi dasar berfungsi untuk rnernberikan 

rnakna terhadap kornpetensi dasar. lndikator basil belajar berfungsi sebagai alat 

untuk rnengukur ketercapaian kornpetensi. Sedangkan PBK sebagai alat untuk 

rnengukur pernbentukan kornpetensi serta rnenentukan tindakan yang hams 

dilakukanjika kornpetensi standar belurn tercapai. 

Dari basil penelitian, dapat disirnpulkan para guru di kecarnatan Sebuku 

sudah paharn bahwa perangkat perencanaan pernbelajaran penting untuk dibuat 

dan dipersiapkan sebelurn rnernulai pernbelajaran. Dan rnereka juga sudah tabu 

cara rnernbuat perangkat pernbelajaran dengan baik, hanya saja terkendala pada 

rnasalah sarana yang tidak rnernadai untuk rnernbuat perangkat pernbelajaran. 

Diharapkan dengan adanya tunjangan khusus yang diberikan, para guru bisa 

rneningkatkan kualitas diri dan rnelengkapi perlengkapan seperti laptop dan 

printer yang sangat rnenunjang para guru dalarn rnenyelesaikan tugasnya. 

2) Pelaksanaan Program Pernbelajaran 

Proses pernbelajaran adalah suatu kegiatan intraksi antara guru dan rnurid 

dirnana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar ( dirnyati dan 

rnudjiono, 2006 : 3 ). Proses pernbelajaran juga diartikan sebagai suatu proses 

teijadinya interaksi antara pelajar, pengajar dalarn upaya rnencapai tujuan 
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pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka 

satuan waktu tertentu pula ( hamalik, 2006 : 162 ). 

Mengajar dewasa ini tidak hanya diartikan sebagai Wlijud kegiatan yang 

dilakukan oleh guru di muka kelas, tetapi juga kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sebelum mengajar seperti pembuatan persiapan mengajar dan kegiatan 

yang dilakukan oleh guru setelah proses mengajar seperti mengadakan evaluasi. 

Dengan demikian mengajar merupakan suatu proses dimulai dari persiapan, 

pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Disamping itu pengertian mengajar 

bukan hanya berwujud proses kegiatan mengajar tetapi juga proses kegiatan 

belajar. 

Di dalam proses mengaJar, teijadi interaksi belajar mengajar, guru 

menyampaikan bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang 

berorientasi kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan 

menggunakan metode dan media tertentu untuk memudahkan siswa di dalam 

menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya 

melakukan evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa telah 

memahami bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Di dalam proses 

belajar siswa melakukan aktivitas fisik dan psychologis . Aktivitas fisik seperti 

mendengar, melihat, membaca, dan menulis bahan pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dalam situasi pengajaran tertentu. Aktivitas psychologis seperti 

mengingat, memahami, mengemukakan pendapat, mengaualisis, menyimpulkan 

dan menilai. 
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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksaanan proses 

pembelajaran di Kecamatan Sebuku belum maksimaL Hal ini dikarenakan 

kurangnya pemahaman guru tentang pentingnya proses pembelajaran yang jelas 

dan terencana bukan hanya sekedar "mengajar" lalu selesai, padahal setelah 

mengajar ada lagi proses yang hams terlaksana agar tercapai kompetensi yang 

diingin dicapai. Proses pembelajaran yang dimaksudkan yaitu disetiap proses 

interaksi belajar mengajar terdapat kornponen-komponen sebagai berikut : a) 

Tujuan yangjelas akan dicapai; b) Bahan yang rnenjadi isi interaksi; c) Pelajar 

atau siswa yang aktif mengalarni; d) Guru yang melaksanakan; e) Metode yang 

digunakan unutk mencapai tujuan; f) Situasi yang subur, yang memungkinkan 

proses interaksi berlangsung dengan baik; g) Penilaian terhadap keberhasilan 

interaksi belajar mengajar. 

Namun, yang selama ini terjadi guru mengkesampingkan hal tersebut di 

atas. Sehingga, proses pembelajaran yang terjadi pun hanya sekedamya saja. 

Tidak ada peningkatkan yang berarti. Diharapkan, dengan adanya tunjangan 

khusus yang diberikan kepada guru yang menerima tunjangan khusus tersebut, 

seharusnya bisa lebih rneningkatkan profesionalitas kinerjanya. Agar tujuan 

pendidikan yang sebenamya bisa tercapai. 

3) Evaluasi Pembelajaran 

Bloom ( 1971) mendefinisikan eva1uasi, sebagaimana kita 1ihat, adalah 

pengurnpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalarn 

kenyataannya terjadi perubahan dalarn diri siswa dan menetapkan sejauh mana 

tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Sejalan dengan itu, Stufflebeam (1971), 
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mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, 

dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatifkeputusan. 

Evaluasi adalah suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat beberapa 

alternatif dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka 

setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja 

dilaksanakan untuk memeperoleh informasi atau data; berdasarkan data tersebut 

kemudian dicoba membuat keputusan. Dimana informasi data yang 

dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang 

direncanakan. 

Tujuan evaluasi bisa berbeda dengan tujuan dari ujian. Secara sederhana 

evalusi digunakan untuk memeperbaiki sistem dengan cara memberi penilaian 

berdasarkan data yang diambil dari suatu atau sekelompok objek. Sedangkan 

ujian dapat dilakukan tanpa ada tujuan untuk memeperbaiki nilai. Ujian juga 

dapat dilakukan hanya untuk menyaring dan menentukan kelas dari kumpulan 

objek. Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, Norman E. Gronlund 

(1976) merumuskan pengertian evaluasi sebagai berikut: "Evaluasi adalah suatu 

proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampat 

sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. 

Dari basil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru di Kecamatan Sebuku 

sudah melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik seperti contohnya 

Remidial setelah pelaksanaan UTS/UAS, penilaian yang berkelanjutan setiap 

43281.pdf



102 

tugas praktek di kelas dan mengintegrasikan penilaian secara menyeluruh 

sebagai bahan evaluasi di setiap akhir pembelajaran berlangsung. 

Fungsi evaluasi didalam pendidikan tidak dilepaskan dari tujuan evaluasi 

itu sendiri. Di dalam batasan tentang evaluasi pendidikan yang telah 

dikemukakan tersirat bahwa tujuan evaluasi pendidikan ialah untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat 

kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian-pencapaian tujuan 

kurikuler. Di samping itu, juga dapat digunakan oleh guru-guru .dan para 

pengawas pendidikan untuk mengukur atau menilai sampai dimana keefektifan 

pengalaman-penga1aman mengajar, kegiatan-kegiatan belajar, dan metode 

mengajar yang digunakan. Dengan demikian dapat dikatakan betapa penting 

peranan dan fungsi evaluasi itu dalam proses belajar-mengajar di sekolah. 

4) Disiplin Tugas 

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisplinan 

karyawan suatu organisasi di antaranya ialah : (1) tujuan dan kemampuan, (2) 

teladan pimpinan, (3) balas jasa (gaji dan kesejahteraan), ( 4) keadilan, (5) 

waskat (pengawasan melekat), (6) sanksi hukuman, (7) ketegasan, dan (8) 

hubungan kemanusiaan (Hasibuan, 1997:213). Disiplin juga merupakan salah 

satu fungsi manajemen surnber daya manusia yang penting dan merupakan 

kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin maka sulit mewujudkan 

tujuan yang maksirnal (Sedarmayanti, 221:10). 

Disip1in tugas adalah persepsi guru terhadap sikap pribadi guru dalam hal 

ketertiban dan keteraturan diri yang dimiliki oleh guru dalam bekelja di sekolah 
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tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dirinya, orang lain, atau 

lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas maka disiplin tugas yang perlu 

diperhatikan adalah : 

I. Disiplin terhadap tugas kedinasan yang meliputi : mentaati peraturan keija, 

menyiapkan kelengkapan mengajar, dan melaksanakan tugas-tugas pokok. 

2. Disiplin terhadap waktu yang meliputi: menepati waktu tugas, 

memanfaatkan waktu dengan baik, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

3. Disiplin terhadap suasana keija yang meliputi: memanfaatkan Iingkungan 

sekolah, menjalin hubungan yang baik, dan menjaga keseimbangan antara 

hak dan kewajiban. 

4. Disiplin di dalam melayani masyarakat yang meliputi: melayani peserta 

didik, melayani orang tua siswa, dan melayani masyarakat sekitar; 

5. Disiplin terhadap sikap dan tingkah laku yang meliputi, memperhatikan 

sikap, memperhatikan tingkah laku, dan memperhatikan harga diri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, guru yang menerima tunjangan 

khusus masih belum disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini pun 

berpengaruh terhadap kinerja guru tersebut. Masih banyak guru yang tidak 

mempersiapkan perangkat pembelajaran secara menyeluruh, perangkat 

pembelajaran hanya dianggap hal yang biasa, sedangkan sebenarnya perangkat 

pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kineija guru 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, masih banyak guru yang tidak disiplin 

melakukan evaluasi pembel:Yaran, sehingga tidak terlihat kemajuan dalam 

proses pembelajaran secara jelas dan rinci. Dan dari hasil wawancara juga 
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terlihat bahwa guru hanya me1akukan tugas-tugasnya hanya ketika disuruh saja, 

bukan karena paham tugas itu hams dikerjakan seorang guru tanpa hams 

disuruh terlebih dahu1u o1eh kepa1a seko1ah. 

Darwis A. Su1aiman (1979:128) menjelaskan bahwa "keberhasilan 

pendidikan di sekolah guru memegang peranan penting, karena guru merupakan 

panutan bagi murid-muridnya bahkan guru tidak hanya panutan bagi murid­

muridnya, tetapi juga merupakan contoh te1adan bagi masyarakat lainnya. 

Dengan demikian jelaslah bahwa jika guru di suatu seko1ah disiplin, maka 

personillainnya terutama murid-muridnya akan disiplinjuga". 

3. Faktor Yang Menghambat Kinerja Guru di Kecamatan Sebuku 

Faktor penghambat guru dalam mewujudkan kineijanya ada 2 yaitu faktor 

internal dan eksternal. 

1) Faktor internal yaitu berasal dari dari guru itu sendiri seperti kurangnya 

rasa motivasi dalam mengajar sehingga kineija yang dihasilkan pun 

menjadi kurang, motivasi yang tidak ada menyebabkan guru menjadi 

kurang bersemangat dalam mengajar sehingga kurang efektif dalam 

proses mengaJar. 

Walaupun sudah menerirna tunjangan khusus, kineija guru yang 

menerima tunjangan khusus di Kecamatan Sebuku masih jauh dari kata 

sempurna. Dikarenakan kurangnya motivasi di dalam diri guru itu sendiri. 

Sehingga, dibutuhkan pengawasan dari Kepala Sekolah untuk memotivasi 

dan mengarahkan guru-gurunya seperti melakukan pelatihan, mengikuti 
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kegiatan seminar, dan lain-lain sehingga para guru semangat dan 

termotivasi kern bali melakukan peningkatan kinerjanya. 

2) Faktor eksternal yaitu berasal dari orangtua siswa atau lingkungan 

masyarakat, yang artinya dukungan dari masyarakat akan dapat 

membantu guru dalam mewujudkan kineija yang profesional, seperti pada 

faktor peluang di atas. Apabila faktor pendukung tersebut tidak dapat 

beijalan dengan baik maka itu lah yang akan mejadi faktor 

penghambat. Begitupun dengan pengawasan dari kepala sekolah yang 

tidak maksimal menyebabkan guru !alai dalam menjalankan tugasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sebuku, orang tua ataupun 

masyarakat masih kurang terlibat dalam kegiatan sekolah. Orang tua 

maupun masyarakat masih menganggap jika anak berada di Sekolah 

merupakan urusan penuh gurunya. Padahal tidak, peran dan dukungan 

orang tua maupun masyarakat sangatlah penting dalam meningkatkan 

mutu pendidikan anak dan ini pun sangat berdarnpak pada gurunya 

sehingga termotivasi untuk meningkatkan kineijanya. Sehingga perlu 

adanya kegiatan yang bisa merangkul orang tua siswa dan masyarakat 

seperti Paguyuban Orang Tua Murid sebagai bentuk sosialisai Sekolah 

kepada masyarakat untuk turut terlibat untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Daerah tersebut. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

' ~, . 

Tunjangan khusus merupakan betuk penghargaan kepada PNS khususnya 

guru yang berada dalam kriteria daerah 3T. Tunjangan ini bertujuan agar guru 

yang berada di area tersebut termotivasi dalam menjalankan tugasnya selaku 

pendidik mesk.ipun terbatasi oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang 

menunjang dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Dengan adanya kebijakan 

tunjangan daerah khusus untuk daerah terpencil khususnya di Kecamatan Sebuku, 

diharapkan dapat meningkat pula kualitas kineJja guru di daerah tersebut. Namun 

pada kenyataannya masih banyak guru yang tidak segera meningkatkan kualitas 

kinerjanya. Walaupun telah menerima tunjangan khusus, namun masih ada guru 

yang tidak meningkat kineijanya dikarenakan masih kurangnya pengawasan dan 

ketegasan terhadap guru tersebut. Harusnya seorang guru menyadari bahwa guru 

adaah profesi profesional di mana ia dituntut untuk berupaya semaksimal 

mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai seorang profesional 

maka tugas guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih hendaknya dapat 

berimbas kepada siswanya. Dalam hal ini guru hendaknya dapat meningkatkan 

terus kineijanya yang merupakan modal bagi keberhasilan pendidikan. 

B. Saran 

I) Dikarenakan dunia global tidak pemah berhenti melaju, maka upaya­

upaya peningkatan mutu pendidikan pun tidak seharusnya berhenti dan 

cepat berpuas diri. Untuk itu, diperiukan selalu peningkatan peranan dan 

10b 
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dukungan pihak-pihak 'stake holders' akan keherhasilan pelaksanaan 

implementasi tunjangan khusus dapat peningkatan mutu agar segala 

prestasi yang telah dicapai dapat terns dipertahankan dan ditingkatkan. 

2) Sebagai kepala sekolah hendaknya tetap istiqomah dan menjaga kesolidan 

team work-nya agar strategi peningkatan mutu pendidikannya dapat terns 

dipertahankan dan diperbaiki dengan menyesuaikan kondisi lingknngan 

yang dihadapinya. Karena semakin besamya suatu lembaga pendidikan, 

maka tuntutan dan tantangan yang dihadapinya juga akan semakin besar 

danberagam 

3) Diharapkan pemberian bantuan tunjangan khusus tepat pada waktunya 

4) Diharapkan dari pemerintah daerah daerah terpencil untuk menunjang 

mutu pendidikan diperhatikan sarana dan prasarana sekolah 

5) Selama ini, sekolah di Kecamatan Sebuku masih belum mampu eksis 

bersaing dengan sekolah/madrasah yang lainnya Hal ini disebabkan 

padatnya kineija yang tidak seimbang hingga pihak-pihak yang 

berkepentingan dari lingknngan ekstemal yang membutnhkan informasi 

dan pelayanan yang baik dari Kabupaten Nunukan menjadi kurang 

mendapatkan pelayanan terbaiknya. 
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Garnbar 1. 1. Wawancara dengan Guu SDN 001 Sebuku 

Gambar 1.2. Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 001 Sebuku 
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Gambar 1.3. Wawancara dengan Kepala Sekolah SON 001 Sebuku 

Garnbar 1.4 Wawancara dengan Guru SON 005 Sebuku 
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Gambar 1.5. Usai melakukan wawancara di SDN 006 Sebuku 
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